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Biaya proses penyel esaian perkara merupakan masalah terkait antara kedudukan badan peradilan dan
keuangan negara sebagai akibat luasnya ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003. Mahkamah Agung menganggap biaya proses penyelesaian biaya perkara pada di
semua badan peradilan yang menangani perkara perdata tidak termasuk keuangan negara karena biaya
tersebut adalah biaya habis pakai untuk pemanggilan dalam proses perkara pengadilan. Status hukum biaya
proses penyelesaian perkara di lingkungan badan peradilan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah sebagai uang pihak ketiga yang merupakan hak para pihak yang berkepentingan dan
digunakan badan peradilan yang menangani perkara perdata untuk menyelenggarakan proses penyelesaian
perkara, bukan uang yang timbul sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiba negara. Dengan demikian,
yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab biaya proses
penyelesaian perkara di lingkungan badan peradilan yang menangani perkara perdata hanyalah unit
pemeriksaan internal MA, sedangkan BPK memeriksa keuangan MA yang berasal dari hak dan
kewajibannya sebagai |embaga negara.

...... Judicial processfeeis aproblem about court position and state finance beyond impact scope of state
finance regarding article 2 Law number 17, 2003. Supreme Court said judicial process fee, that handle of
civil case, is not include scope of state finance because its using for judiciaal process and have been using
for Supreme Court. Legal statutory judicial process fee regarding of laws is third parties, and not include
scope state of finance. Audit institution for judicial process fee from civil caseisinternal auditor and
Supreme Auditor Board or Badan Pemeriksa Keuangan just audit for Supreme’ s finance from its right and
obligations as a state institution.
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